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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Trandliterasi dimaksudkan sebagal pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke
abjad yang lain. Tranditerasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab
dengan huruf-huruf Latin beserta perangkainya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam trangliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf
latin:

Tabel 0.1: Tabel Tranditerasi Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak difambangkan
Ba B Be
-
R Ta T Te
[
- Sa $ es (dengan titik di atas)
Jm J Je
C
Ha h ha (dengan titik di
C bawah)
. Kha Kh kadan ha
C
5 Dal D De
3 Zal z Zet (dengan titik di atas)
Ra R er
J




3 Zai Z zet
P Sin S es
P Syin Sy esdanye
” Sad S es (dengan titik di bawah)
. Dad d de (dengan titik di
ol bawah)
5 Ta t te (dengan titik di bawah)
1 Za E zet (dengan titik di
bawah)
¢ ‘an ) komaterbalik (di atas)
. Gain G ge
C
3 Qaf Q Ki
A Kaf K ka
J Lam L e
- Mim M em
R Nun N en
P Wau wW we
A Ha H ha
. Hamzah ‘ apostrof
&< Ya Y ye
B. Vokal

Voka bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupatanda atau harakat,
trandliterasinya sebagai berikut:
Tabel 0.2: Tabel Tranditerasi Voka Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A a
_ Kasrah I [
> Dammah u u

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Tranditerasi Vokal Rangkap
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

Fathah dan ya Ai adanu

TS

_ 5 Fathah dan wau Au adanu
Contoh:

wf kataba
- Jx.e fada
J.w« suila
- S kaifa
- de- haula

C. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

trandliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
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Tabdl 0.4; Tabea Tranditerasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
e Fathah dan alif atau A adan garis di atas
ya
T Kasrah danya ] i dan garis di atas
s Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:

- Jb gala

- u-/y rama

- JJ qila

- Jyu yaqilu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah'mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, trangliterasinya
adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al sertabacaan keduakataitu terpisah, maka
ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.
Contoh:

_ JUbYias3,  raudah a-atfaliraudahtul atfal

Ao _-80 SR.0 -

- §ed) 4yl @l-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah
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_ il talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tandatasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf
yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- J5  nazzda
- W d-birr

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
namun dalam trangdliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Katasandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditrandliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditrandliterasikan
dengan sesual dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai
dengan bunyinya
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:

22

- U= arrgulu
- V'L"J‘ al-galamu
- :,MMJ\ asy-syamsu

L a-jalaly



G. Hamzah
Hamzah ditrangliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang
terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

}}2/

- J4=U  ta’khuzu
- x> Syai’un
- ;;5\ an-nau’u

- 0l inna

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiep kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka _penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

- g@\jﬂ g h 31 9 Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

- bles gl f&\ - Bismillahi majreha wa mursaha

-

I. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
trandliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri



itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

-

- quw‘ u) w ad Alhamdu lillahi rabbi al-*alamin/
Alhamdu lillahi rabbil “alamin
- V"'JM J@J* Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang |engkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Rj ik dil Allaahu gafarun rahim

S VOP SN | Lillahi al-amru jami“an/Lillahil-amru jami‘an
Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
trandliteras ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan [Imu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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MOTTO

“Sesungguhnya sesuatu yang terlihat sulit akan menjadi mudah untuk digapai
dengan ikhtiar, doa, dan usaha.”

(Penulis)

L e ) G (58
“Dan bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah
diusahakannya.”
(QS. An-Najm: 39)
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ABSTRAK

Khusnul Chotimah, NIM 10122026, 2026, “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf
Tanpa Sertifikat (Studi Kasus Permasalahan Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah
Desa Bebel, Wonokerto Kabupaten Pekalongan)”. Skripsi Fakultas Syariah, Prodi
Hukum Keluarga Isam, Universitas Isslam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Pembimbing: Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I.

Permasal ahan tanah wakaf tanpa sertifikat masih sering terjadi di masyarakat,
khususnya pada praktik wakaf yang. dilakukan secara lisan dan tanpa pencatatan
administrasi. Kondis tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta
membuka peluang terjadinya permasalahan terhadap staius tanah wakaf di
kemudian hari.salah satu permasal ahan tersebut terjadi pada tanah wakaf Mushalla
Al-Barokah di DesaBehel Tengah, Kecamatan Wonokerto, K abupaten Pekal ongan.
Tanah yang telah lama digunakan sebagal tempat ibadah tersebut tidak memiliki
Aktalkrar Wakaf (AIW) maupun sertifikat tanah, sehingga menimbulkan persoalan
hukum ketika pihak pewakaf kembali mengambil alih tanah wakaf tersebut karena
alasan kondisi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab
terjadinya permasalahan tanah wakaf, menganalisis upaya hukum yang dilakukan
masyarakat dalam mempertahankan tanah wakaf, serta mengetahui bentuk
perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan
yuridis empiris. Data diperolen melalui wawancara dengan tokoh masyarakat,
warga, pihak Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Pertanahan Nasional (BPN),
dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta didukung dengan studi pustaka terhadap
peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan
wakaf. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan
menggunakan teori perlindungan hukum dan ketentuan hukum wakaf di Indonesia.

Hasi| penelitian menunjukkan bahwa permaslahan tanah wakaf MushallaAl-
Barokah terjadi karena tidak adanya pencatatan wakaf, tidak dibuatnya akta ikrar
wakaf, sertatidak dilakukannyasertifikas tanah wakaf. Selain faktor administratif,
rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi penyebab |emahnya
perlindungan hukum terhadap tanah wakaf. Upaya penyelesaian yang dilakukan
masyarakat di tempuh melalui jalur musyawarah dan mediasi, namun pada akhirnya
tanah wakaf tersebut dialihkan kembali oleh pihak pewakaf. Penelitian ini juga
menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif melalui pencatatan wakaf dan
sertifikasi tanah merupakan langkah yang paling penting dalam mencegah
terjaidnya sengketa maupun pengambilalihan kembali tanah wakaf. Oleh karenaitu,
diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta peran aktif pemerintah
dan lembaga terkait dalam memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap
pengel olaan wakaf.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanah Wakaf, Sertifikat Wakaf.
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ABSTRACT

Khusnul Chotimah, Student 1D Number 10122026, 2026, LLegal Protection of
Uncertified Wagf Land (Case Study of the Wagf Land Problems of the Al-Barokah
Mosque, Bebel Village, Wonokerto Regency, Pekal ongan Regency). " Thesis, Faculty
of Sharia, Islamic Family Law Study Program, K.H. Abdurrahman Wahid State
Islamic University of Pekalongan.

Supervisor: Dr. H. Mubarok, Lc., M.Sl.

Problems with uncertified wagf land still frequently occur in society,
particularly in wagf practices conducted verbally and without administrative
records. This condition can create legal uncertainty and open up the possibility of
problems regarding the status of wagf land in the future. One such problem
occurred with the waqgf land of the Al-Barokah Mosque in Bebel Tengah Village,
Wonokerto District, Pekal ongan Regency. The land, which had long been used asa
place of worship, lacked-a Waqf Pledge Deed (AIW) or a land certificate, leading
to legal issues when the waqgf owner reclaimed the land due to economic reasons.
This study aims to identify the factors causing the wagf land issues, analyze the
legal efforts undertaken by the community to defend the waqf land, and deter mine
the forms of legal protection for uncertified wagf land.

This study employed a qualitative approach with an empirical juridical
approach. Data were obtained through interviews with community leaders,
residents, the Office of Religious Affairs (KUA), the National Land Agency (BPN),
and the Indonesian Waqgf Board (BWI), and was supported by a literature review of
laws, books, journals, and documents related to waqf. The data obtained were then
analyzed descriptively and qualitatively using legal protection theory and
Indonesian wagf legal provisions.

The results indicate that the waqf |and issues surrounding the Al-Barokah
Mosqgue arose due to the lack of wagf registration, the lack of a wagf pledge deed,
and the lack of wagf land certification. In addition to administrative factors, low
public legal awareness al'so contributes to the weak |egal protection of wagf land.
Community effortsto resolvetheseissues have involved deliber ation and mediation,
but ultimately the waqgf land has been transferred back to the wagf owner. This
research also shows that preventative legal protection through wagf registration
and land certification is the most important step in preventing disputes and
repossession of wagf land. Therefore, increased public legal awareness and an
activerole for the government and relevant institutionsin providing assistance and
oversight of wagf management are necessary.

Keywords : Legal Protection, Wagf Land, Wagf Certificates.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Weakaf adalah lembaga keagamaan dalam syariat 1slam yang mengatur
nila sosia tinggi dan berfungs sebagai instrumen untuk mewujudkan
kesgahteraan umat melaui pemanfaatan harta yang disedekahkan secara
permanen. Praktik wakaf telah lamadijalankan seluruh umat |slam serta mel ekat
pada kebiasaan turun-temurun bangsa® Dalam hal perwakafan, Pemerintah
Indonesia telah menyetujui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
wakaf, dan juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
42 Tahun 2006 sebagai aturan penerapan wakaf.? Dalam konteks sosial
masyarakat Indonesia, wakaf sering dijadikan sarana atau prasarana sebagai
bagian dari pembangunan tempat ibadah seperti mushalla ataupun masjid serta
fasilitas umum lainnya: Wakaf sendiri memiliki-karakteristik hukum yang unik,
yaitu bersifat tetap (tauqif) dan tidek dapat dialihkan kepemilikannya untuk
kepentingan individu maupun tujuan komersial. Oleh sebab itu, administrasi dan
pencatatan wakaf menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keabsahan dan
keberlanjutan fungsinya.

Upaya perlindungan hukum terhadap tanah wakaf telah diatur dalam

berbagal peraturan perundang-undangan, antaralain Undang-Undang Nomor 41

1 Muammar Alay ldrus, “Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas
Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan
Sukamulia)”, Kajian hukum dan Keadilan IUS, Vol. 5, No. 1, 2017, hal 30.

2 Siti Risdah Hayati, “Tinjauan Hukum terhadap Sengketa Tanah Wakaf yang tidak memiliki
Akta Ikrar Wakaf antara Wakif, Ahli Waris, dan Nazhir ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf,” Jurnal, Vol. 11, No. 2, 2018, hal 188.



Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 20063
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
serta berbagal ketentuan terkait pendaftaran tanah. Dalam ketentuan tersebut
ditegaskan bahwa pel aksanaan wakaf harus dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf
(AIW) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW)#, hal
ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Pada pasal 17 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 yaitu: “ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada
nadzir dihadapan PPAIW dengan dilaksanakan oleh dua orang saksi”.®
Kemudian dilanjutkan dengan proses pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf.
Sertifikasl tanah wakaf memiliki peran penting sebagal alat bukti yang
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap keberadaan
tanah wakaf sehingga dapat terhindar dari klaim maupun sengketa di kemudian
hari.°

Meskipun perwakafan tanah memiliki peran penting bagi masyarakat,
namun dalam praktik. pelaksanaanya, wakaf ~di masyarakat masih kerap
dilakukan secara sederhana dan belum optimal, yaitu cukup didasarkan pada
kepercayaan semata dan pemenuhan unsur serta Syarat tertentu, seperti
pengikraran kepada nadzir yang disaksikan oleh beberapa orang saksi, tanpa

disertai pencatatan resmi atau penerbitan sertifikat. Minimnya pemahaman

3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2004 tentang Wakaf

4 Ahmad Shonhgji, Bahagiamu Lengkap Dengan Wakaf, (Tanggerang Selatan: DD

Publishing, 2016), hal 53

5 Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
6 Filza Amalia Hazra, dkk, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Terhadap Tanah Yang

Belum Bersertipikat Di Kecamatan Bukit Raya”, (Riau, Jurnal Bisnis Kompetif, Vol. 4, No. 1, 2025),
hal 61



masyarakat terhadap pentingnya pencatatan wakaf secara administratif serta
masih kuatnya budaya kepercayaan dan lisan dalam praktik perwakafan menjadi
sdah satu penyebab utama tidak terdaftarnya tanah wakaf secara hukum.
Akibatnyatanah wakaf tersebut hanya bertumpu padaniat dan kesaksian warga,
tanpa didukung dokumen hukum yang sah, sehingga menjadi rentan terhadap
sengketa, terutama ketika muncul konflik antara pewakaf dan masyarakat
penerimamanfaat, selama parapihak seperti wakif, nazir, dan saksi masih hidup,
serta tidak ada bukti kuat yang mendukung keberadaannya, permasalahan
kemungkinan tidak akan muncul. Namun, jika wakif, nadzir dan para saksi’
tersebut sudah meninggal dunia, maka kemungkinan akan timbulnya masalah,
misalnya seperti ketidakjelasan status tanah yang diwakafkan atau kurangnya
kepastian mengenal tujuan penggunaan wakaf, sehingga hal ini memungkinkan
tanah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang untuk meraih keuntungan
pribadi ‘mereka.

Salah satu kasus nyata yang mencerminkan persoalan ini terjadi di Desa
Bebel Tengah, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan
informas yang diperoleh penulis selama penelitian lapangan, tanah tersebut
telah digunakan oleh masyarakat sebagal tempat ibadah selama bertahun-tahun
dan secara sosial dipahami sebagal tanah wakaf. Namun, proses perwakafan
yang dilakukan pada saat itu tidak disertai dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf

maupun sertifikat tanah wakaf. Akibatnya, keberadaan tanah wakaf tersebut

7 Muammar Alay Idrus, “Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas
Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan
Sukamulia)”, Kajian Hukum dan Keadilan IUS, Vol. 5, No. 1, 2017, hal 31-32



tidak memiliki bukti administratif yang kuat sebagaimana yang dipersyaratkan
dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19608 tentang
dasar pokok agraria yang menyatakan bahwa: ‘“untuk menjamin kepastian
hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan
pemerintah”.®

Dalam ketentuan ini menjelaskan bahwa pendaftaran tanah (termasuk
tanah wakaf) gunamenjamin perlindungan hukum untuk orang yang berhak atas
tanah tersebut. Tentu saja keadaan ini menunjukkan niat baik dari pembuat
Undang-Undang, karena pemilik tanah akan diberikan kepastian serta
perlindungan hukum atas tanahnya dengan diwajibkannya pendaftaran hak atas
tanah yang dimilikinya.

Pada Pasal 49 ayai (3) Undang-Undang menjelaskan bahwa: “Perwakafan
tanah milik dilindungi-dan diatur dengan peraturan pemerintah”.*°

Permasalahan kemudian muncul ketika pewakaf mengajukan klaim
kembali terhadap tanah yang selama ini digunakan sebagai msuhalla Al-
Barokah. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan, terdapat indikasi
bahwa klam tersebut berkaitan dengan penurunan kondisi ekonomi yang

dialami pewakaf. Padahal tanah tersebut telah lama dimanfaatkan masyarakat

8 Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA

9 Muammar Alay Idrus, “Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas
Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan
Sukamulia)”, Kajian Hukum dan Keadilan 1US, Val. 5, No. 1, 2017, hal 32

10 Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok
agraria



sebagal tempat ibadah dan dipahami sebaga tanah wakaf. Kondisi ini
menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, karena di satu sisi tanah
tersebut dianggap telah menjadi wakaf untuk kepentingan umum, sementara di
sisi lain pewakaf masih memandang tanah tersebut memiliki nilai ekonomi yang
dapat dimanfaatkan. K eadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan tanah
wakaf tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan administrasi, tetapi juga
dipengaruhi oleh faktor sosia dan ekonomi yang berpotensi menimbulkan
konflik di masyarakat.

Permasalahan ini penting untuk diteliti karena menyangkut perlindungan
hukum terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat, keberlangsungan fungsi
sosial dan keagamaan mushalla, serta hubungan sosial di tengah masyarakat. Di
samping itu, kasus ini menunjukkan adanya hubungan antara kondis sosia
ekonomi pewakaf dengan munculnya klaim kembali terhadap tanah yang telah
diwakafkan, sehinggamenarik untuk dianalisis mendalam.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas mengenal tanah wakaf
yang belum bersertifikat dan pentingnya pencatatan wakaf sebagai bentuk
perlindungan hukum.** Namun, masih sedikit penelitian yang mengkaji faktor-
faktor yang menyebabkan pewakaf berupaya menarik kembali tanah yang telah
diwakafkan, khususnya ketika tindakan tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial

dan ekonomi pewakaf. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk

1 Filza Amalia Hazra, dkk, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Terhadap Tanah Yang
Belum Bersertipikat Di Kecamatan Bukit Raya”, (Riau, Jurnal Bisnis Kompetif, Vol. 4, No. 1, 2025).



menganalisis latar belakang munculnya klam kembali atas tanah wakaf serta

perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dijelaskan di atas,
penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai wakaf
tidak bersertifikat dengan judul, Perlindungan hukum tanah wakaf tanpa
sertifikat (Studi kasus permasalahan tanah wakaf mushalla Al-Barokah Desa
Bebel, Wonokerto Kabupaten Pekalongan).

. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya permasalahan terhadap tanah
wakaf MushadlaAl-Barokah yang belum bersertifiket?

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap tanah wakaf Mushalla Al-
Barokah yang belum bersertifikat?

. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisisfaktor-faktor penyebab terjadinyapermasal ahan terhadap
tanah wakaf Mushalla Al-Barokah Desa Bebel, Wonokerto yang belum
bersertifikat.

2. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan
perlindungan hukum terhadap tanah wakaf mushalla yang belum
bersertifikat.

. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang dapat diambil melalui pendlitian ini:



1. Manfaat Teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat berkontribus secara signifikan
terhadap pengembangan literatur akademis pada lingkup Hukum Keluarga
Islam, khususnya dalam memperluas pemahaman mengenai wakaf dari
prespektif hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, penelitian ini juga
memperkaya kajian dalam hukum agraria Islam terutama yang berkaitan
dengan aspek kelembagaan dan administrasi wakaf. Penelitian ini juga
memperkaya kajian -mengenal kebijakan hukum Islam yang bersifat
administratif, khususnya dalam konteks kelembagaan dalam ruang lingkup
kelembagaan Kementerian Agama.
2. Manfaat Praktis
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pembelgjaran bagi
masyarakat, khususnya di Desa Bebel Tengah agar lebih memahami
pentingnya pencaiatan tanah wakaf secara resmi. Melalui penelitian ini
masyarakat, tokoh agama, serta perangkat desa lebih waspada dan
menyadari bahwawakaf tidak hanya bergantung pada niat baik saja, tetapi
juga perlu dilindungi melalui prosedur hukum yang jelas.
b. Penelitianini menghasilkan temuan yang dapat berfungsi sebagai referens
bagi pihak yang terkait seperti KUA, nadzir ataupun perangkat desa dalam
merancang langkah pembinaan agar pengelolaan wakaf di masyarakat

menjadi lebih tertib, aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku.



E. Kerangka Teoritik
Kerangka teoritik digunakan untuk memberikan dasar pemikiran dalam
menganalisisisu yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, teori-teori yang dipilih
bertujuan untuk menjelaskan mengenai perlindungan hukum tanah wakaf yang
belum bersertifikat, melihat bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan. Teori-
teori ini menjadi aat bantu daam memahami dan mengkagi mengenal
perwakilan yang tidak bersertifikat. Adapun teori-teori tersebut dijelaskan
sebagal berikut:

1. Teori Hukum Wakaf di | ndonesia
Kata "wakaf" yang berasal dari bahasa Arab "al - waqgf," yang berasal
dari akar kata "wagafa-yagifu-wagfan" yang berarti menghentikan atau
menahan.? Secaraistilah, wakaf adal ah tindakan menahan kepemilikan suatu
harta yang dapat dimanfaatkan tanpa menghabiskan zatnya, untuk tujuan
yang dibolehkan, dengan niat mencari keridhaan Allah SWT. Secara
terminologis, wakai memiliki berbagal definisi yang dikemukakan oleh para
ulama. Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa kepemilikan harta wakaf
tetap dimiliki oleh wakif, sedangkan manfaatnya diperuntukkan bagi
kepentingan umum.'® Sementara itu, menurut Ulama Madzhab Maliki
mendefiniskan wakaf sebagal pemberian manfaat dari suatu harta selama

hartatersebut masih tetap utuh, dengan kepemilikan yang berada pada wakif.

12 Adlah Abdul KharisBahtiar, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif pada Tukar Guling
(Ruidlag) Tanah Wakaf di Magid Ar Ridho Kota Semarang (Skripsi, Universitas Iam Negeri
Walisongo Semarang, 2020)

13 Didah Kamilatul Hasanah, “Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam
Syafi’l dan Imam Ahmad bin Hambal”, Al-Akhbar: Jurnal lImiah Keldaman, Vol. 9 No. 1 (2023),
hal 1-6



Sedangkan, menurut ulama Madzhab Syafi’i, wakaf dipahami sebagai
menahan suatu harta yang dapat dimanfaatkan, sambil menjaga keutuhan
pokok hartanya, serta melepaskannya dari kepemilikan wakif. Madzhab
Hanbali berpendapat bahwa pokok harta tetap dijaga keberadaanya,
sementara manfaatnya dialirkan untuk kepentingan kebaikan sebagai jalan
untuk mendekatkan diri kepadaAllah SWT.1

Dalam sistem hukum Indonesia, pel aksanaan wakaf tidak terbatas pada
makna ibadah spiritual, tetapi juga berperan sebagal tindakan hukum yang
harus tunduk padaketentuan administratif dan legalitasformal. Aturan-aturan
tersebut disusun dengan tujuan menjaga sekaligus melestarikan harta benda
wakaf di Indonesia. Salah satu bentuk legalitas formal yang sangat penting
dalam proses wakaf adalah adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat
tanah wakaf.*® Keduanya menjadi bukti otentik dan sah secara hukum bahwa
tanah wakaf tersebut telah memenuhi persyaratan prosedur sesuai dengan
aturan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini, teori hukum wakaf digunakan sebagai landasan
untuk menganalisis keabsahan pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Al-
Barokah di Desa Bebel Tengah berdasarkan prespektif hukum Islam dan

hukum positif di Indonesia. Teori ini digunakan untuk menilai apakah tanah

14 Muhamad Zainul Abidin, “Wakaf Dalam Prespektif Al-Qur’an Dan Sunnah” La Zhulma:
Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 2, (2023), hal 39-40

15 Dra. Siah Khoisyi’ah, M.Ag, Wakaf dan Hibah Prespektif Ulama Figh dan
Perkembangannya di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal 51.

16 Cut Dara Sari Mulia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi
Kasus Di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)”, (Skripsi, UIN Ar-raniry Banda Aceh,
2022), hal 34
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yang telah diwakafkan, meskipun belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW)
dan sertifikat wakaf, tetap memiliki kedudukan sebagal hartawakaf yang sah
menurut syariat serta bagaimana pentingnya legalitas administratif dalam
memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap potensi klaim dari
pewakaf ataupun pihak lain. Dengan demikian, teori ini menjadi penting
untuk menekankan bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan tidak hanya
dengan niat baik, tetapi juga melalui prosedur hukum yang sah agar
keberadaan wakaf mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang kuat
dalam sistem hukum nasional.
2. Teori Pierre Bourdieu

Teori Rierre Bourdieu memandang bahwa praktik sosial merupakan
hasil hubungan antara Habitus, Modal, (capita), dan ranah (field/arena).
Ketiga konsgp tersebut saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana
individu maupun kelempok bertindak di dalam kehidupan sosial.!” Rumusan
praktik ‘sosial yang dikemukakan Bourdieu dikenal dengan formula
(HabitusxModal) + Ranah = Praktik*®, maksudnya bahwa tindakan indvidu
dipengaruhi oleh disposisi yang dimiliki, sumber daya yang dikuasai, serta
arenasosial tempat individu berinteraksi.

Habitus merupakan seperangkat disposis yang terbentuk melalui
pengalaman sosial, proses pendidikan, dan interaksi dalam kehidupan

bermasyarakat. Habitus bukan merupakan sifat bawaan, melainkan hasil

17 Syarif Hidayat, “Teori Sosiologi Pierre Bourdieu dan Sumbangannya terhadap Penelitian
Sosial”, (Jurnal: METASASTRA, Vol. 1, No. 1, 2010), hal. 46-47

18 Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, terjemah. Richard Nice (Cambridge:
Cambridge University Press, 1977), hal. 95
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pembel gjaran yang mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak, dan
bertindak seseorang.®

Selain habitus, Bourdieu menjelaskan adanya moda (capital) yang
menjadi sumber daya bagi seseorang dalam memperoleh posisi sosial. Modal
tersebut terdidi atas modal ekonomi, modal sosial, modal budaya (kultural),
dan moda simbolik. Berbaga bentuk modal dapat saling dipertukarkan
maupun diakumulas sehingga mempengaruhi kekuasaan dan kedudukan
seseorang dalam kehidupan sosial .

Konsep selanjutnya adalah ranah (field/arena), ruang sosia yang
menjadi tempat individu atau kel ompok berinteraksi sekaligus bersaing untuk
memperoleh sumber daya, pengakuan dan kekuasaan simbolik. Jadi, semakin
besar modal yang dimiliki, semakin besar pula peluang seseorang untuk
mempertahankan kedudukanya dalam kehidupan sosial.

Bourdieu jugaimen; el askan bahwa tindakan seseorang atau masyarakat
tidak muncul begitu saja, tetapi merupkan hasil interaks anatara kebiasaan
yang telah terbentuk (habitus), sumber daya yang dimiliki (modal), dan
lingkungan sosial tempat mereka berinteraksi (ranah/arena). Interaks ketiga
unsur tersebut kemudian membentuk praktik sosial dalam kehidupan sehari-

hari.*

19 Mangihut Siregar, “Teori Gado-Gado Pierre Felix Bourdieu”, Jurnal Studi Kultural, Vol.
1, No. 12, 2016, hal 84-86.

2 Krisdinanto, “Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai”, Jurnal Kanal, Vol. 2, No. 2, 2014, ha
194-197.

2L Mega Mustikasari, dkk., “Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial,
Jurnal Pendidikan Sgjarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)”, Vol. 6, No. 1, 2023.
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Dalam penelitian ini, teori praktik sosial Pierre Bourdieu digunakan
untuk menganalisis praktik sosial masyarakat dalam pengel ol aan tanah wakaf
MushallaAl-Barokah di Desa Bebel Tengah, Kecamatan Wonokerto. Habitus
masyarakat yang masih mengedepankan kepercayaan, nilai-nila keagamaan
dan budayalisan dalam pel aksanaan wakaf menyebabkan proses administrasi
seperti Akta lkrar Wakaf (AIW) dan sertifikasi tanah tidak menjadi prioritas.
Modal sosial berupa kepercayaan masyarakat terhadap wakif dan nadzir serta
ranah sosial yang dibangun atas nila-nilai keagamaan membuat tanah wakaf
tetap dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah meskipun belum memiliki
legalitas formal. Namun, ketika kondis ekonomi pewakaf mengalami
penurunan, muncul upaya untuk mengklam kembali tanah yang telah
diwakafkan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik sosia yang
dibangun atas habitus dan modal sosial tanpadidukung legalitas formal dapat
menimbulkan konflik serta membuka peluang terjadinya sengketa tanah
wakaf.

. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep penting dalam
negara hukum yang bertujuan memberikan jaminan terhadap hak dan
kepentingan setigp warga negara agar memperolah rasa aman, keadilan, dan
kepastian hukum. Meaui perlindungan hukum, negara berkewgjiban

mecegah terjadinya pelanggaran sekaligus menyediakan mekanisme
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penyelesaian apabila sengketa telah terjadi.?? Sebagaimana dikemukakan
Satjipto Rahardjo,? perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan
pengayoman terhadap hak-hak masyarakat yang dirugikan oleh orang lain
sehingga setiap orang dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.
Hukum tidak hanya berfungs sebagal alat pengendali sosial, tetapi juga
sebagal sarana untuk mewujudkan keadilan dan melindungi kepentingan
masyarakat, khususnya kel ompok yang berada pada posisi lemah.?*

Sementaraitu, Philipus M. Hadjon?: menegaskan bahwa perlindungan
hukum merupakan prinsip fundamental yang menjamin pengakuan dan
perlindungan terhadap hak asasi manusiayang diberikan kepada setiap orang
berdasarkan 'ketentuan yang berlaku. Perlindungan hukum bertujuan
memberikan kepastian, ketertiban, serta menjamin adanya keadilan dalam
kehidupan bermasyarakat.

Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi
dua bentuk, yaitu:
a. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan

sebelum timbulnya suatu sengketa.

2 Jonathan Elkana Soritua Aruan, Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori
Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi, Jurnal Globalisas Hukum, Vol.1
No.1 (April 2024): hal, 3

% Jonathan Elkana Soritua Aruan, Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori
Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi, Jurnal Globalisas Hukum, Vol.1
No.1 (April 2024): hal, 4

% Gatjipto Rahardjo, IImu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53-54.

% Kornelis Antonius Ada Bediona, Muhammad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman
Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin, Analisisteori Perlindungan “Hukum Menurut Philipus
M.Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan
Seksual”, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat Vol.2 No.1, 2023, hal
14.
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b. Perlindungan hukum represif mengacu pada jenis perlindungan yang
diterapkan setelah perselisihan terjadi.

Dalam bidang perwakafan, perlindungan hukum preventif diwujudkan
melalui peraturan mengenai tata cara pelaksanaan wakaf, pembuatan Akta
Ikrar Wakaf (AIW), pengangkatan nadir, serta pendaftaran dan sertifikasi
tanah wakaf. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian
hukum terhadap status tanah wakaf sekaligus mencegah timbulnya sengketa
di kemudian hari.?

Sementaraitu, jika sengketa terkait tanah wakaf tanpa sertifikat sudah
terjadi, maka diperlukan perlindungan hukum represif. Dalam konteks ini,
penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan agama atau lembaga
peradilan lain yang berwenang, sehingga keberadaan tanah wakaf tetap
terjaga sesua tujuan utamanya, yakni untuk kepentingan ibadah dan
kesajahteraan umat.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk
menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap taanh wakaf MushallaAl-
Barokah di DesaBebel Tengah, Kecamatan Wonokerto, yang belum memiliki
sertifikat atanh wakaf. Tidak dilaksanakannya pencatatan dan sertifikasi
sebagal bentuk perlindungan hukum preventif menyebabkan status tanah
wakaf menjadi rentan dipersoalkan oleh pewakaf, terutama ketika pewakaf

mengalami penurunan kondisi ekonomi dan kembali mengklaim tanah yang

2 Nuhammad Sid I's, Konsep Perlindungan Hukum Dalam Hukum Positif Indonesia, Dalam
Perlindungan Hukum, ed. Qodariah Barkah Dan Andriyani (Palembang: Cv Doki Course And
Training, 2024), hal 33.
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sebelumnya telah diwakafkan. Kondis tersebut menunjukkan bahwa
pelaksanaan wakaf yang hanya didasarkan pada kepercayaan masyarakat
belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal.

Melalui teori perlindungan hukum, penelitian ini akan mengkaji sgjauh
mana ketentuan hukum positif mampu memberikan perlindungan terhadap
keberadaan tanah wakaf yang belum bersertifikat, balk melaui upaya
preventif berupa administrasi perwakaafan maupun melalui upaya represif
berupa mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, teori ini
menjadi landasan untuk menganalisis pentingnya legalitas formal dalam
menjaga kepastian status tanah wakaf serta melindungi kepentingan nadzir,
masyarakat, dan pihak yang memperoleh manfaat deriwakaf tersebut.

F. Penelitian Yang Relevan

Dalam telaah pustaka beris tentang penelitian terdahulu yang mengkaji
dan meneliti permasalahan yang sama dalam hal ini adalah permasalahan
mengenai Wakaf yang tidak bersertifikat, sehingga peneliti berusaha memahami
is dari penelitian tersebut guna mengetahui pembahasan yang dilakukan
penelitian terdahulu.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Muammar Alay Idrus (2017), dengan
judul “Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas
Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Sudi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di
Kecamatan Sukamulia)”’, Penelitian yang dilakukan oleh Idrus bertujuan
menganalisis keabsahan perwakafan tanah di Kecamatan Sukamulia serta

evaluas keamanan dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum
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tercatat. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan analisis
kualitatif, yaitu mengkaji penerapan hukum normatif dalam praktik masyarakat.
Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut hukum Islam wakaf tanah yang
tidak tercatat tetap sah sepanjang memenuhi ketentuan rukun dan syarat wakaf,
sedangkan dalam prespektif hukum positif pencatatan menjadi syarat sah
terjadinya wakaf. Oleh karena itu, pendaftaran tanah wakaf merupakan elemen
penting guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karenaiitu,
seluruh pihak perlu memiliki pemahaman  yang balk mengena prosedur
berwakaf yang sesual dengan hukum Islam maupun hukum positif, serta
berperan aktif dalam proses sertifikasi tanah wakaf.?”

Penelitian Idrus memiliki persamaan dengan skripsi ini karena sama-sama
membahas wakaf yang tidak tercatat/bersertifikat dan hubungannya dengan
kepastian hukum. Namun perbedaannya, penelitian Idrus lebih menekankan
pada analisis normatif-empiris, sementara skripsi ini menggunakan pendekatan
yuridis empiris dengan fokus pada praktik di.Desa Bebel, \Wonokerto, serta
melihat persoalan sengketa dengan pewakar .

Kedua, Skrips yang ditulis oleh Ulinnuha (2024), dengan judul
“Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Belum Bersertifikat Dan
Masyarakat Penerima Manfaat Wekaf (Sudi Kasus Wakaf di Kelurahan
Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi)”. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis pentingnya perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang

27 Muammar Alay Idrus, “Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas
Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan
Sukamulia)”, Kajian hukumdan Keadilan IUS Vol. 5, No. 1, 2017, hal 30-31
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belum bersertifikat, mengidentifikasi faktor penyebab belum terbitnya sertifikat,
menelaah kebijakan pemerintah sebagal solusi, serta meninjau perlindungan
hukum bagi masyarakat penerima manfaat dan implikasi yang timbul apabila
terjadi sengketa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu menelaah regulasi yang
relevan dengan permasalahan tanah wakaf yang belum bersertifikat. Hasil dari
Penelitian ini bahwa pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk melindungi
tanah wakaf yang belum terdaftar melalui program pendaftaran tanah sistematis
dan lengkap, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri
Agraria/lK epala Biro Pertanahan Nomor 6 Tahun 2018, dalam rangka percepatan
pensertifikasian tanah. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan
kepemilikan tanah secara hukum. Sehingga nantinya kepemilikan tanah akan
diakui secara sah.®® Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang menteri
agraria‘dan tata ruang badan pertanahan nasional Nomor 2 Tahun 2007 pasal 1
ayat 7 bahwa sertifikai tanah wakal merupakan surat tanda bukti tanah wakaf.
Karena dengan perlindungan hukum, proses perwakafan akan berjalan
sebagal mana semestinya dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat luas
tanpa adanya sengketa apapun.

Persamaannyadengan skripsi ini adalah sama-samamenyoroti wakaf yang
belum bersertifikat. Perbedaannya, penelitian Ulinnuha berfokus pada

perlindungan hukum dan kebijakan pemerintah melalui Pendaftaran Tanah

% Ulinnuha, Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Belum Bersertifikat Dan
Masyarakat Penerima Manfaat Wakaf (Studi Kasus Wakaf Di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan
Pondok Gede Kota Bekasi), (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), hal 1-5
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Sistematis Lengkap (PTSL), sedangkan skripsi ini menitikberatkan pada aspek
perlindungan hukuma tanah wakaf tanpa sertifikat dalam konteks konflik antara
nadzir, masyarakat, dan pewakaf di Desa Bebel, Wonokerto.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Cut Dara Sari Mulia (2022), yang
berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus
Di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)®. Penelitian ini bertujuan
untuk memahami perspektif hukum lslam mengenai pelaksanaan sertifikas
tanah wakaf, mengidentifikasi kendala yang muncul dalam proses sertifikasi
tersebut, serta mengevaluas pemanfaatan tanah wakaf di Lamno, Kecamatan
Jaya, Aceh Jaya Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
dengan metode studi |apangan. Data yang dimanfaatkan berasal dari sumber
primer dan sekunder, sedangkan pengumpulan data dilakukan melaui observas
dan wawancara. Data yang diperoleh bersifat kualitatif dan akan dikembangkan
dengan’ metode deskripsi.*° Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses
sertifikas tanah wakaf yang terjadi di kecamatan Jaya adalah KUA mendatangi
setiap kepal a desa untuk memberikan informasi bahwa sel uruh tanah wakaf yang
belum ada sertifikas atau sertifikatnya hilang karena bencana tsunami atau
lainnya untuk segera melaporkan dan mendaftarkan sertifikasinya. Kendala-
kendala dalam sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Jaya yaitu kurangnya

pemahaman dan kepekaan nazhir akan pentingnya sertifikat tanah wakaf untuk

2 Cut Dara Sari Mulia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikas Tanah Wakaf (Studi
kasus di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya), (Skripsi,. UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

%0 Cut Dara Sari Mulia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi
kasus di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya), (Skripsi,. UIN Ar-Raniry Banda Aceh),
hal 1-7
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menghidari sengketadikemudian hari, kurangnya partisipasi ahli keluargawakif
untuk membantu proses sertifikasi, biaya administrasi, ketidak-perdulian nazhir
akan urgensi pendaftaran sertifikat tanah.

Skripsi ini mempunyai persamaannya yaitu sama membahas tentang
wakaf yang belum bersertifikat. Perbedaannya, penelitian Cut Dara Sari Mulia
lebih menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam terhadap proses sertifikasi,
sedangkan skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum tanah wakaf tanpa
sertifikat dalam konteks sengketa dengan pewakaf .

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Via Afriska Audrey (2022), dengan
judul “Analisis Faktor-faktor Yang Melatar Belakangi Tanah Wakaf Tidak
Didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (Sertifikasi Tanah \Wakaf) Ditinjau
Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di
Tembilahan)”.®% Pendlitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses
masyarakat Kecamatan Tembilahan dalam mewakafkan tanah, menganalisis
faktor atau kendala dalam proses sertifikas tanah wakaf, serta menelaah
kekuatan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang
bersifat deskriptif, serta mengumpulkan data melalui teknik wawancara dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perwakafan tanah di
Kecamatan Tembilahan masih banyak didasarkan pada tradisi keagamaan.

Masyarakat cenderung mengandalkan kepercayaan kepada pihak yang diberi

8l Via Afriska Audrey, Analisis Faktor-faktor Yang Melatar Belakangi Tanah Wakaf Tidak
Didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (Sertifikasi Tanah Wakaf) Ditinjau Menurut Undang-
Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Tembilahan), (Skripsi: Universitas
Malikussaleh, 2017), hal 1-6
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amanah dari pada mengikuti peraturan hukum formal. Faktor utama mengapa
tanah wakaf tidak tersertifikas adalah karena kurangnya pemahaman nadzir
mengenal  prosedur pensertifikatan, tingginya biaya sertifikasi, dan belum
adanya kepastian bagi tanah wakaf yang tidak memenuhi persyaratan
administratif sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 2004
dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Persamaannya dengan skripsi ini adalah sama-sama meneliti tanah wakaf
yang belum bersertifikat dan faktor penyebabnya. Perbedaannya, penelitian Via
Audrey menekankan pada faktor-faktor penyebab administratif dan sosial,
sedangkan skripsl ini menitikberatkan pada analisis perlindungan hukum wakaf
tanpa sertifikat yang dipermasalahkan ol eh pewakaf.

Kelima, skrips yang ditulis oleh Virka Untrisna (2007), dengan judul
“Akibat Yuridis Tanah Wakaf Yang Tidak Terdaftar, (Studi Kasus Tanah Wakaf di
Magjid"Jami' al-Istigomah Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Karawang
Jawa Barat)”. Penelitian ini bertujuan untuk -mendeskripsikan faktor-faktor
yang melatarbelakangl wakif melakukan wekaf tanpa pendaftaran, dan
mendeskripsikan akibat hukum serta perlindungan hukum terhadap tanah wakaf
yang tidak terdaftar. Metode penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan
kualitatif melalui studi kasus, dengan menggunakan sumber data primer maupun
sekunder, pengumpulan datanya menggunakan cara wawancara, observas serta

dokumenter.3? Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah wakaf

32 Virka Untrisna, Akibat Yuridis Tanah Wakaf Yang Tidak Terdaftar (Studi Kasus Tanah
Wakaf Di Masjid Jami Al-Istigomah Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Karawang Jawa Barat),
(Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2022), hal 1-6
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belum terdaftar secara hukum menimbulkan berbagai akibat yuridis, seperti
penyalahgunaan hasil tanah wakaf oleh ahli waris, pengalihan fungsi wakaf,
serta lemahnya perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf. Hal ini terjadi
karena proses wakaf dilakukan tanpa dokumentasi resmi, hanya berdasarkan
kepercayaan dan lisan, sehingga status hukumnyamenjadi tidak jelas dan rentan
terhadap klaim sepihak dari pihak lain, termasuk pewakaf.

Persamaannya dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas wakaf
yang tidak terdaftar/bersertifikat. Perbedaannya, penelitian Virka lebih fokus
pada akibat yuridis dari ketiadaan pendaftaran, sedangkan skrips ini
menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat
dalam menghadapi klaim pewakaf.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Ikhwal Fareza (2022), dengan judul
“Problematika Status Tanah Wakaf tanpa Sertifikat Dalam Tinjauan hukum
Isam Dan Hukum Positif (Studi Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)”.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan terkait tanah wakaf
tanpa sertifikat di Kelurahan Abadi jaya Kota Depok, meliputi penyebab dan
status hukum tanah wakaf tersebut, menurut hukum Islam dan hukum positif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis
empiris, sedangkan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberadaan
tanah wakaf di daerah tersebut masih banyak yang belum tercatat secara resmi,
bahkan dari 19 tanah wakaf yang terdata tidak satu pun bersertifikat. Penyebab

utamanya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, terutama
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wakif dan nadzir, terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf, dominannya
praktik keagamaan berbasis kepercayaan, serta minimnya dukungan
administras dan partisipas dari pihak keluarga wakif. Akibatnya, banyak
muncul sengketaantaraahli warisdan nadzir, sertalemahnyaposisi hukum tanah
wakaf tersebut di mata hukum nasional .

Sedangkan skripsi yang saya tulis berjudul “Perlindungan Hukum Tanah
Wakaf tanpa Sertifikat”, membahas mengenai bagaimana jaminan perlindungan
hukum terhadap tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat, baik menurut
hukum Islam maupun hukum nasional. Penelittan ini dilakukan melalui metode
deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan
melalui wawancaradan dokumentas untuk memahami praktik dan solusi hukum
terkait permasal @ahan wakaf tanah yang belum bersertifikat.

Ketujuh, Tesis yang ditulis olen Bambang Hadi Cahyono (2021), yang
berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di
Kecamatan' Jambon Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini bertujuan untuk
menentukan bagaiman masyarakat Kecamatan Jambon memahami sertifikasi
tanah wakaf. menganalisisfaktor penyebab masih banyaknyatanah wakaf belum
bersertifikat, serta melihat implikasinya terhadap perlindungan hukum. Metode
penelitian yang digunakan adal ah penelitian |apangan dengan analisis kuaitatif3*
deskriptif dengan penalaran deduktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa

masyarakat masih memiliki pemahaman yang minim tentang sertifikasi tanah

33 |khwal Fareza, Problematika Satus Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Tinjauan Hukum
Positif Dan Hukum Islam (Sudi Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok), (Skripsi UIN Syarih
Hidayatullah jakarta, 2022) hal 1-6.

34 Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif” (Bandung: Alfabeta, 2020).
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wakaf. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa tanah yang telah
diwakafkan tidak akan menimbulkan masalah, terutama di wilayah pedesaan.
Rendahnya kesadaran hukum dan minimnya pengetahuan serta pemahaman
hukum di kalangan wakif, nadzir, dan maukuf' alaih menjadi alasan utama
mengapa wakaf belum tersertifikasi. Situas ini berdampak serius, sebab tanah
yang diwakafkan tetapi tidak bersertifikat berpotens ditarik kembali oleh ahli
warisnya.®®

Persamaannya dengan skripsi ini-adalah sama-sama membahas wakaf
tanpa sertifikat dan hubungannya dengan kepastian hukum. Perbedaannya,
penelitian Bambang lebih menekankan pada aspek kesadaran hukum
masyarakat, sedangkan skripsi ini menitikberatkan pada analisis kepastian
hukum wakaf tanpa sertifikat dalam sengketa konkret dengan pewakaf.

Kedelapan, ditulis oleh Siti Risdah Hayati (2018) dengan judul "Tinjauan
Hukumterhadap Sengketa Tanah Wakaf yang. Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf
antara Wakif, Ahli Weris Wakif, dan Nazhir Ditinjau dari Hukum Islam dan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang \W\akaf'. Dalam jurnal ini
dissimpulkan bahwa tanah wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf tetap
dianggap sah menurut hukum Islam selama rukun dan syarat wakaf terpenuhi.
Namun, dalam perspektif hukum positif Indonesia, keberadaan akta dan
pencatatan administrasi menjadi hal yang penting untuk menjamin perlindungan

hukum terhadap tanah wakaf. Pencatatan ini juga berfungsi untuk mencegah

35 Bambang Hadi Cahyono, Kesadaran hukum Masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf
di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, (Thesis MA,. IAIN Ponorogo, 2021), program
Magister prodi ahwal syakhsiyyah pascasarjana, hal 1-6
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terjadinya penyimpangan atau sengketa yang dapat dilakukan oleh pihak yang
tidak memiliki wewenang untuk tindakan tersebut.>

Sedangkan skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang
Tidak Memiliki Sertifikat: (Studi Kasus Permasalahan Tanah Wakaf Mushalla
Al-Barokah di Bebel Tengah, Wonokerto)”, fokus penelitian adalah
menganalisis kepastian hukum tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat,
dengan pendekatan yuridis empiris yang memadukan antara kajian hukum
normatif dan studi lapangan. Dalam hal ini, saya melakukan wawancara dengan
nadzir dan masyarakat. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian sama-
sama membahas wakaf yang belum bersertifikat, jurnal Siti Risdah lebih
menitikberatkan pada aspek hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun
2004, sedangkan skripsi ini menekankan pada perlindungan hukum wakaf tanpa
sertifikat dengan studi empiris di Desa Bebel, Wonokerto.

Dari berbagai penelitian terdahulu dapat. disimpulkan bahwa fokus kajian
mengenal wakaf tanpasertifikat memiliki keragaman.

Muammar Alay Idrus menitikberatkan kajiannya pada keabsahan,
kepastian hukum, serta perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang tidak
tercatat. Ulinnuha lebih menyoroti perlindungan hukum atas tanah wakaf yang
belum bersertifikat dan masyarakat penerima manfaatnya. Cut Dara Sari Mulia
mengulas tinjauan hukum Islam mengenai sertifikasi tanah wakaf serta kendala

dalam pelaksanaannya. Via Afriska Audrey menitikberatkan pada faktor-faktor

% Siti risdah hayati, “Tinjauan hukum terhadap sengketa tanah yang tidak memiliki Akta
Ikrar Wakaf, Ahli Waris, dan Nadhir ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41
tahun tentang wakaf”. Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islamval. 11 no. 2, (2018): hal 188-189
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yang melatarbelakangi tidak didaftarkannya tanah wakaf ke BPN. Virka
Untrisna memusatkan penelitian pada akibat yuridis tanah wakaf yang tidak
terdaftar. Ikhwal Fareza membahas Permasalahan legalitas tanah wakaf tanpa
sertifikat menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian
Bambang Hadi Cahyono berfokus pada tingkat kesadaran hukum masyarakat
dalam kaitannya dengan sertifikasi tanah wakaf. Adapun Siti Risdah Hayati
melalui penelitiannya menelaah sengketa tanah wakaf yang tidak dilengkapi
Akta Ikrar Wakaf (AIW), dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

L etak perbedaan skripsi ini dengan penelitian-penelitian sebelumyaadalah
penekannyayang lebih diarahkan padaanalisismengenai kepastian hukum tanah
wakaf tanpa sertifikat dengan studi kasus permasal ahan tanah wakaf mushalla di
Desa Bebel, Wonokerto, melalui pendekatan yuridis empiris yang
menggabungkan analisis normatif dengan studi-lapangan.

G. Metode Penélitian
1. Jenis Pendlitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitattifs’. Penelitian
kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosia
atau hukum secara mendalam berdasarkan data yang diperol eh dari 1apangan.
Dalam penélitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami

permasalahan tanah wakaf Mushalla Al-Barokah yang belum bersertifikat,

%7 Yama p, Marzuki, Sandi mahesa Y, Widiastuti, Metode Penelitian Panduan Lengkap
Untuk Pendlitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran. (PT Media Penerbit Indonesia, Medan,
2024). hal 35
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serta upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh masyarakat terhadap
tanah wakaf tersebut.
. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu
pendekatan yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan kajian
empiris di lapangan. Peneliti menggunakan Pendekatan Sosiologis, yang
digunakan untuk mengamati.dan menganalisis baga mana praktik perwakafan
tanah yang belum bersertifikat terjadi dalam kehidupan masyarakat serta
faktor sosial yang mempengaruhinya. Dalam Pendekatan ini melihat realitas
hukum sebagal bagian dari kehidupan sosial, yang di pengaruhi oleh budaya,
kebiasaan dan struktur sosial serta praktik hukuminformal yang berkembang
di tengah masyarakat. Serta menggunakan pendekatan yuridis normatif,
pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum Islam seperti
al-Qur’an, Hadis, dan kitab-kitab fikih dan hukum positif terkait wakaf,
seperti Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, PP Nomor 42
tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf serta Kompilasi Hukum Islam (KHI),
dan peraturan menteri agama terkait wakaf. Pendekatan ini penting untuk
melihat kesesuaian antara praktik wakaf di |apangan dengan ketentuan hukum
yang berlaku.
. Lokasi dan Subjek Pendlitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bebel Tengah, Kecamatan

Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, karena Desa tersebut terdapat tanah
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wakaf yang dipermasal ahkan oleh pewakaf yang belum bersertifikat sehingga

relevan dengan fokus kajian penelitian tersebut.

Adapun subjek dalam penelitian ini meliputi:

a. Tokoh masyarakat

b. Aparat desa

c. Pihak yang mengetahui sgjarah dan perkembangan tanah wakaf tersebut.

Subjek penelitian tersebut dipilih karena dianggap memiliki informasi
yang relevan terkait apa yang terjadi terhadap tanah wakaf Mushalla Al-

Barokah.

. Sumber Data

Penelitian ini/didasarkan pada dua sumber data utama, yaitu:

a Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung di
lapangan, melalui Observasi, wawancara dengan berbaga pihak yang
memiliki keterkaitan dengan permasal ahan, serta dukomentasi.

b. Data Sekunder, berupadata pendukung yang digunakan untuk melengkapi
dan memperkuat hasil temuan dari data primer. Data ini mencakup
dokumen seperti notulen hasil musyawarah, ketentuan peraturan
perUndang-Undangan yang mengatur tentang wakaf, serta referens lain
berupa buku, jurnal, skripsi, dan artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan

dengan topik penelitian.
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5. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini memperoleh data melalui metode pengumpulan sebagai
berikut:

a. Observas, digunakan untuk proses penggalian data yang dilakukan
langsung oleh peneliti dengan cara pengamatan terhadap objek penelitian
untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi tanah wakaf MushallaAl-
Barokah serta melihat situasl yang berkaitan dengan sengketa yang
terjadi.®®

b. Wawancara, sebagai bentuk interaksi untuk menggali informasi®® secara
terbuka dan fleksibel, yang dilakukan dengan beberapa pihak untuk
mencari kglelasan mengenai perlindungan Hukum tanah wakaf tanpa
sertifikat = delam menghadapi  permasalahan dengan  pewakaf,
mengidentifikasi upaya hukum untuk mempertahankan tanah wakaf serta
mengetahui secara |angsung tentang objek tanah wakaf tanpa sertifikat
tersebut. Informan yang diwawancaral yaitu: nadzir wakaf, ahli waris
pewakaf, tokoh masyaraket sertaPihak KUA.

c. Dokumentasi, yaitu pengumpul an datayang tidak langsung ditujukan pada
subjek, namun melalui studi dokumen, arsip, foto, surat-surat, serta
dokumen administrasi wakaf (jika ada) yang berkaitan dengan objek

penelitian sebagai pendukung data hasil observasi dan wawancara.*

% Mukhlash Abrar, Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar,
(Jambi : UNJA PUBLISHER, 2024) hal 22

3% Tamaulina Br. Sembiring, dkk, (Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik), ed.
Bambang Ismaya (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), hal 175

4 Mukhlash Abrar, Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar,
(Jambi : UNJA PUBLISHER, 2024) hal 27
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6. Teknik Validas Data

Teknik validas data daam peneitian ini dilakukan dengan
menggunakan teknik triangulasi*'. Triangulasi merupakan teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data untuk
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah
diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber data dan
triangulasi metode.
a. Triangulas SumbenData*

Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan dan
mengecek kembali derajat kepercayaan informas yang diperoleh dari
nadzir, ahli waris pewakaf, tokoh masyarakat, aparat desa, dan pihak
Kantor Urusan Agama (KUA). Perbandingan informasi dari berbagai
sumber tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang valid dan dapat
dipercaya

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data yang
diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data®, yaitu wawancara,
dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang diperoleh dari satu metode

kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui metode

4l Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi., Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep,
Teknik, & Prosedur Analisis), Makassar: Badan Penerbit, 2018, hal 112.

42 Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi., Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep,
Teknik, & Prosedur Analisis), Makassar: Badan Penerbit, 2018, hal 414.

43 Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi., Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep,
Teknik, & Prosedur Analisis), Makassar: Badan Penerbit, 2018, hal 414
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lainnya sehingga dapat diketahui kesesuaian dan kebenaran data yang
digunakan dalam penélitian.
7. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode analisis datayang dilakukan secara
deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data dari |apangan secara apa
adanya, lalu dianalisis untuk menemukan makna dari peristiwa yang terjadi.
Tahapan pelaksanaan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:
a. Reduks Data
Dalam penelitian ini, peneliti menyaring data dan memilih informasi
yang relevan dengan topik penelitian, yaitu tanah wakaf yang tidak
memiliki 'sertifikat. Data yang berhubungan dengan permasalahan
penelitian dipilah agar dapat dianalisis secaralebih terarah.*
b. Penygjian Data
Setelah data disaring, kemudian disusun secara Sistematis dalam
bentuk uraian naratif. Penyajian ini dilakukan agar mempermudah dalam
melihat gambaran umum dan hubungan anatara satu data dengan data
lainnya. Seperti hasil wawancara, dan studi pustaka.*
c. Penarikan Kesimpulan
Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan dari hasil pendlitian.
Peneliti menghubungkan data saat ini dengan kerangka teori yang

digunakan dalam penelitian. Teori-teori ini termasuk teori kepastian

4 Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi., Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep,
Teknik, & Prosedur Analisis), Makassar: Badan Penerbit, 2018, hal 202.

4 Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi., Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep,
Teknik, & Prosedur Analisis), Makassar: Badan Penerbit, 2018, hal 210.
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hukum, teori perlindungan hukum, dan teori landasan hukum wakaf di
Indonesia. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi untuk rumusan
masalah yang telah ditetapkan.

H. Sistematika Penulisan

Peneliti menyusun skripsi ini dengan dibaginya sistematika penulisan
menjadi lima bab, dimana setiap bab memuat bab untuk memberikan informasi
yang lebih spesifik. Penyusunan skripsi ini mengikuti sistematika penulisan
sebagal berikut:

BAB |: Bab.ini memulai dengan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat
penelitian, dan membahas latar belakang masalah tentang kepastian hukum
tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Selain itu, bab ini juga membahas
kerangka teori, tinjauan penelitian yang relevan, metode penelitian, dan
sistematika penulisan skripsi yang digunakan untuk menganalisis fenomena
tanah wakaf tanpa sertifikat.

BAB'II: Bab ini. berfokus pada uraian konseptual mengenai teori dan
landasan hukum yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Teori-teori yang
digunakan dijelaskan secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang
utuh sebelum diterapkan dalam analisis. Teori ini dengan landasan hukum wakaf
di Indonesiayang menjelaskan peraturan wakaf dalam prespektif hukum Islam,
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, serta peraturan
pelaksanaanya, selanjutnya dibahas teori Habitus Pierre Bourdieu yang
menekankan pembentukan pola pikir dan tindakan individu melalui kebiasaan,

pengalaman, dan lingkungan sosia yang terinternalisasi. Teori yang ketigayaitu
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teori perlindungan hukum, teori ini memberikan gambaran mengena bentuk
perlindungan preventif maupun represif terhadap tanah wakaf tanpa sertifikat,
baik dari klaim pewakaf, ahli waris maupun pihak ketiga. Dengan demikian, bab
ini memberikan kerangka teoritik yang akan menjadi dasar dalam menganalisis
permasal ahan tanah wakaf mushalla di Bebel Tengah, Wonokerto.

BAB I11: Bab ini memuat penyajian data dan informasi faktual yang
dihasilkan dari hasi| penelitian di lapangan. Pada bagian awal dipaparkan
gambaran umum mengenai desa Bebel Tengah Wonokerto yang meliputi
lokasi, kondis demografi, serta kehidupan sosial keagamaan masyar akat
yang menjadi latar praktif perwakafan tersebut. Selanjutnya diuraikan
kondis tanah wakaf mushalla di desa tersebut, yang mencangkup sgarah
perwakafan, status dokumen hukum seperti sertifikat maupun Akta Ikrar
Wakaf (AIW), dan juga para pihak yang terlibat seperti nadzir, ahli waris,
dan masyarakat pengguna mushalla. Analisis dilaksanakan guna menjawab
rumusan masalah pertama, yaitu mengena upayahukum yang dilakukan nadzhir
atau masyarakat dalam mempertahankan tanah wakaf yang belum bersertifikat,
dan rumusan masalah yang kedua untuk menjelaskan penyebab belum
tersertifikasinya tanah wakaf serta menjelaskan dampak kepastian hukum
tanah wakaf tersebut. Penyajian data ini bertujuan agar diperoleh
pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang dikaji,
sehingga dapat menjadi dasar analisislebih lanjut pada bab berikutnya.

BAB IV: Babini adalah bagian inti dari penelitian yang mencakup andlisis

dan penjelasan terkait data yang telah disgjikan pada bab sebelumnya. Data
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dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan, seperti teori Pierre Bourdieu,
teori perlindungan hukum dan landasan hukum wakaf di Indonesia. Analisis
dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga mengena fakta
penyebab tidak adanya sertifikat tanah wakaf dan upaya hukum bentuk
penyelesaian sengketa antara nadzir, masyarakat, dan ahli waris. Pembahasan
juga dikaitkan dengan teori serta penelitian terdahulu guna mendapatkan
pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena kepastian hukum tanah
wakaf yang tidak memiliki sertifikat.

BAB V: Bab lima berisi penutup pada keseluruhan penelitian yang
memuat kesimpulan dari hasil temuan dan pembahasan terkait kepastian hukum
tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Selain itu bab ini juga menyajikan
saran-saran yang bersifat konstruktif dan relevan balk bagi masyatrakat, nadzir,
pemerintah desa maupun pihakk-pihak terkait lainnya. Untuk meningkatkan
kesadaran dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf agar tidak

meni mbul kan sengketa di masa mendatang.



BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap
tanah wakaf tanpa sertifikat pada Mushalla Al-Barokah di Desa Bebd,

Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, maka dapat di simpulkan

sebagal berikut:

1. Faktor penyebab wakaf yang belum bersertifikat adalah yang hanya
dilakukan secara lisan tanpa disertai pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW)
maupun sertifikat tanah wakaf. Praktik tersebut dipengaruhi oleh rendahnya
kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan wakaf secara
administratif yang didasarkan pada kepercayaan. Selain itu faktor ekonomi
yang dialami wakif turut mendorong terjadinya pengambilan kembali tanah
yang telah diwakafkan. Kondisi tersebut menyebabkan tanah wakaf Mushalla
Al-Barokah tidak - memiliki kepastian hukum yang kuat sehingga
memunculkan permasalahan dan berakhir dengan pengambilalihan kembali
oleh wakif.

2. Upaya perlindungan hukum preventif terhadap tanah wakaf Mushala Al-
Barokah belum terlaksana secara optima karena tidak adanya pencatatan
tanah wakaf sgjak awa pelaksanaan wakaf. Adapun perlindungan hukum

represif dilakukan melalui musyawarah dan mediasi yang melibatkan warga,
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tokoh masyarakat, dan wakif pada tahun 2004, namun upaya tersebut tidak
menghasilkan kesepakatan sehingga tanah wakaf tetap dikuasai kembali oleh
wakif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tertib administrasi perwakafan
memiliki peran penting dalan memberikan kepastian dan perlindungan
hukum terhadap tanah wakaf.
B. Saran
Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta dari kesmpulan di atas,
adapun saran yang dapat.penulis berikan sebagal berikut:

1. Kepada masyarakat diharapkan lebih memperhatikan aspek administratif
dalam pelaksanaan wakaf, dengan tidak hanya mengandalkan praktik lisan,
tetapi juga melakukan pencatatan resmi melalui Akta |krar Wakaf (AIW) dan
sertifikasi tanah wakaf agar memiliki kekuatan hukum yang jelas.

2. Tokoh masyarakat dan pemerintah desa, diharapkan dapat berperan aktif
dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya
tertib administrasi wakaf, sertamendorong adanya penunjukkan nadzir secara
resmi agar pengel olaan wakal dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan
ketentuan hukum.

3. Kepada instans terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan
Pertanahan Nasiona (BPN), diharapkan dapat meningkatkan sosialisas serta
memberikan kemudahan dalam proses pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf,
sehingga masyarakat lebih terdorong untuk melakukan pengurusan wakaf

secaralegal sgjak awal.
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